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ABSTRAK

Pada hakikatnya memang seharusnya seorang suami memberikan nafkah bagi
kehidupan rumah tangga, dalam artian harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan
oleh tanggung jawab seorang suami. Berbeda zaman sekarang, wanita hampir sama
berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan
ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan
suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk deskripsikan pengaturan harta dalam
perkawinan dan kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan dari UU No 1
tahun 1974 TentangPerkawinan.

Kedudukan hukum harta brsama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur
pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang mnyatakan, bahwa harta benda
yang diperoleh slama erkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas
persetuuan kdua belah pihak, sedangkan hrta bauwaan, hadiah, dan warisan tetap di
bawah penguasaan masing-masing dan mrupakan hak sepenuhnya sepanjang para
pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau
sendiri-sendiri slama masa ikatn prkawinan. Oleh karena itu, harta bersama merupakan
harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik
bergerak maupun tdak brgerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri
yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan
hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah
tangga. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan,
menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang
menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola
secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta
bersamatersebut.
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ABSTRAK

In essence, a husband should provide a living for household life, in the sense that
assets in a marriage are determined by the responsibility of a husband. Unlike
today, women have almost the same opportunity in social relationships, women
also often play a role in household economic life. This of course has an impact on
the assets of a marriage. This study aims to describe the arrangement of property
in marriage and the legal position of joint property in marriage in terms of Law
No. 1 of 1974 concerning Marriage.

The legal position of joint property in Indonesian marriage law is regulated in
Article 35 and Article 36 of Law no. 1 of 1974 which states, that property
obtained during the marriage becomes joint property and can be used with the
consent of both parties, while the assets, gifts and inheritance remain under their
respective control and are the full right as long as the parties do not determine
otherwise . That is, property obtained through their efforts or individually during
the period of the marriage bond. Therefore, joint assets are marital assets that are
jointly owned by husband and wife. Namely, movable and immovable assets
obtained from the establishment of a legal husband and wife relationship, which
can be used by husbands and wives to finance their living needs and their
children, as a complete unit in the household. Meanwhile, joint assets obtained
during the marriage bond become joint property of the husband and wife,
regardless of who actually drains their hard work to acquire these assets and is
jointly controlled and managed and each husband and wife is the joint owner of
the shared assets.
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PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami-istri dengan tujaun membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam
Pasal 1. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan
yang sama dengan rumusan- rumusan perkawinan yang dikemukakan oleh para
ahli dan parasarjana.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diatur
ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing
suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun
cerai mati atau suami atau istri hilang. Masalah harta bersama dalam perkawinan
merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang
dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada
mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta
kekayaannya.

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta
bersama dan penguasaan harta bawaan, hadiah dan/atau harta warisan selama
perkawinan berlangsung. Harta bawaan, hadiah, harta warisan berada di bawah
penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta
tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa
memerlukan persetujuan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode
sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari
informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus
jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran
yang terlalu luas.

1.Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif yaitu suatu
penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data
sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum
normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas,
norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui
inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.



PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta kekayaan (harta benda dalam perkawinan) adalah benda milik
seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah
terjemahan dari istilah bahasa Belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good,
dan hak adalah terjemahan dari recht. Menurut pasal 499 KHUPdt, pengertian
benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak
adalah benda tak berwujud.

Luas-luas harta bersama disamping penting untuk kedua belah pihak suami
istri maka hal ini relevant untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan
pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut.

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
sekalipun harta atau barang terdaftar diatasnamakan salah seorang suami istri.,
maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.

2. Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke ata nama
adik suami jika harta yangdemikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama
masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri

3. Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa
adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus
ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip
asal harta itu terbukti diperoleh selamaperkawinan.

4. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari
tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu
dilakukan selama perkawinan

5. Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu: a) Segala penghasilan
harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal
dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu
sendiri, b) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari
keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil
perolehan masing-masing pribadi sebagaipegawai

6. mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami baik dua atau
tiga istri maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

a) segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum
perkawinannya dengan istri kedua maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa
atas harta tersebut, b) suami dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak
menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta
bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh
terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagaiistri.



Impikasi Hasil Penelitian

1. Adanya pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan, maka kiranya
dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk permasalahan harta benda dalam
perkawinan sudah dijelaskan dalam sebuah produk peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan.

2. Diperjelasnya mengenai kedudukan hukum harta bersama dalam
perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
maka kedepan diharapkan tidak adalagi perdebatan mengenai siapa yang paling
berhak mempergunakannya, karena pada dasarnya harta bersama dapat dikuasai
dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik
bersama atas harta bersama tersebutkarena kedua belah pihak dan ketentuan
mengenai ketentuan harta bersamaini.
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